Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Implementasi pengaturan adopsi setelah berlakunya peraturan
pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang pel aksanaan
pengangkatan anak

Diah Triani Puspita Sari, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=129190& | okasi=lokal

Adops adalah suatu lembaga hukum yang terletak di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perorangan
dan Kekeluargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia-
Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa
yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Staatsblaad tahun 1917 No. 129. Eksistensi adopsi di
Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan
problema bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukum positif yang
berlaku di Indonesia. K etidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, apabila kita mempelgjari ketentuan
tentang eksisitensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumbersumber hukum positif yang berlaku di
Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk
Wetboek (BW), hukum adat yang merupakan ?the living law? yang berlaku di masyarakat Indonesia,
maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak
beragama Islam. Oleh sebab itu bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pel aksanaan atau
tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan bagamana kewenangan seorang Notaris terhadap
pembuatan akta Notariil pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta bagaimana
permasal ahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua
angkat terhadap anak adopsi tersebut. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pel aksanaan
pengangkatan anak di Indonesia melalui tiga sistem hukum yaitu, secara hukum adat, perundang-undangan
dan hukum Islam, hal ini disebabkan karena keanekaragaman kulktur budaya yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat Indonesia tetapi ketidaksinkronan pengaturan hukum tentang pengangkatan anak
tersebut dapat diatasi dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.
Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129, dalam
perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat
tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, pengangkatan anak melalui
notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan
anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Dasar
hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah menggunakan
hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, bagi hukum waris adat dipergunakan kebiasaan adat
yang berlaku dan dapat melihat kepada yurisprudensi atas kasus yang sama, dalam hukum waris Islam
berpegang kepada wasiat wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan Kompilass Hukum Islam
pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah) sedangkan hukum perdata dapat dilihat pada pasal-pasal yang
menyangkut mengenai kewarisan.

...... Adoptionisalegal entity which is placed in Private Law, especially in Individual and Family Law. Civil
Law Compilation Book (BW) which we inherited from The Dutch does not recognize regul ation regarding
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child adoption. It is only regulated for the Chinese community in Staatsblad No. 129/1917. The existance of
adoption in Indonesia as a legal entity has not been synchronized yet; therefore adoption is still a problem
for Indonesian people, especially in regards with positive prevailling regulation in Indonesia. The non-
synchronization is clearly visible if we study about the regulation about the existance of the adoption entity
in all the positive law sources in Indonesia, either the western law which are taken from the regulationsin
Burgerlijk Wetboek (BW), the traditional law which is considered as %the living law? applicablein
Indonesian community, or Isslam Law which isthe logical concequences of the Moslem majority in
Indonesia. Therefore how Indonesian Law regulates the execution or procedures about child adoption in
Indonesia and what is the power posessed by a notary in making the adoption deed before and after the
application of Government Regulation No. 54/2007 regarding the Procedures of Child Adoption and what is
the legal concequences that occur from the child adoption regarding parental imheritance of the foster
parents to the adopted child. Indonesian positive law regulates the procedures of child adoption in Indonesia
with three law system, which are; traditional law, private law and Islam law, it is caused by the cultural
diversity in Indonesian sociey but the non-synchronization of the regulating law could be settled with the
formation of Government Regulation No. 54/2007. Child adoption through the notary is an order of
Staatsblad No. 129/1917, in the current devel opment, the purpose of child adoption has differ from the
origina purpose, and the adopted child is not only male Chinese so it involves the court, child adoption
through notary is no longer accordance with the law development in Indonesian society. Adoption through
court will give protection for the child?s prosperity and ensure law. Legal base for inheritance roghts
adopted child in Indonesian inheritance system is by using traditional law, Islam law and western private
law, for the traditional law, it is regulated bt the pravailling tadition and could refer to jurisprudencein
similar cases, in Islam inheritance law it refers wajibah inheritance or donation (hibah) or the regulation in
Al-Quran and Islamic Law Compilation 209 KHI (regarding wajibah inheritance) while the private law
could be seen in the articles regarding inheritance.



